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BUPATI BANYUWANGI 

 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

 

NOMOR 13 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

KABUPATEN BANYUWANGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang  :  a. bahwa bumi, air, udara beserta isinya di wilayah Kabupaten 
Banyuwangi, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 
rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, 
pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan 
rakyat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban 
melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, 
terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan 
tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial 
dan budaya yang hidup di masyarakat dan kelestarian lingkungan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 30 huruf a 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 
Pemerintah Kabupaten berwenang menyusun dan menetapkan 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang diatur dengan 
Peraturan Daerah; 

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 
Banyuwangi. 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2753); 
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3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pmerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua  Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor4724); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lebaran 
Negara Nomor 4725); 

7. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4966); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 5168); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234)); 

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4593 ); 

11. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara 
Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103); 

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2010 tentang 
Pengusaha Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman 
Nasional,Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5116); 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan 
Peraturan Perundang-Undangan; 
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15. Peraturan Menteri Nalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 
Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 
2012 Nomor 11/E); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2012 Nomor 9/E ). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANYUWANGI 

Dan 

BUPATI BANYUWANGI 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN 
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI  

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan adalah Dokumen yang memuat 
rencana menyeluruh pembangunan kepariwisataan sebagai pedoman 
pengembangan pariwisata secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan; 

5. Rencana Induk Pengembangan pariwisata daerah yang selanjutanya disebut RIPKK 
adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata 
dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih 
mendetail. 

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut  yang 
dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan 
daya tarik wisata; 

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata; 

8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 
pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 
tersebut; 

9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan 
bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 
setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat 
setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha; 
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10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan 
nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan 
manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah 
kawasan geografis yang berbeda dalam satu atau lebih wilayah administratif yang 
di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 
aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 
kepariwisataan. 

12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan brang dan/jasa bagi pemenuhan 
kebutuhan  wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

13. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas 
pariwisata dan aksesbilitas yang di sediakan bagi dan atau dijual kepada 
wisatawan, yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem 
untuk terwujudnya pariwisata. 

14. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan 
kegiatan usaha pariwisata. 

15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha parawisata yang saling terkait dalam 
rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 
dalam penyelenggaraan parawisata. 

16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama 
parawisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai 
pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, 
sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan 
hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
harus dimiliki, dihayati dan di kuasai oleh pekerja pariwisata untuk 
mengembangkan profesionalitas kerja. 

18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata 
untuk mendukungpeningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan 
kepariwisataan. 

19. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi 

20. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan dan terorganisasi balik 
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.  

BAB II 
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 2 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: 

a. Manfaat; 

b. Kekeluargaan; 

c. Adil dan merata; 

d. Keseimbangan; 

e. Kemandirian; 

f.  Kelestarian; 

g. Partisipatif; 

h. Berkelanjutan; 

i.  Demokrasi; 

j.  Kesejahteraan,  

k. Kesetaraan; dan 

l.  Kesatuan. 
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Pasal 3 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

c. Menghapus kemiskinan; 

d. Mengatasi pengangguran; 

e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; 

f. Memajukan kebudayaan; 

g. Mengangkat citra bangsa; 

h. Memupuk rasa cinta tanah air; 

i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan 

j. Mempererat persahabatan antar bangsa. 

 

Pasal 4 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) mempunyai sasaran 
sebagai berikut : 

a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan Kabupaten ; 

b. Memberikan arahan dan strategi pengembangan potensi pariwisata Kabupaten; 

c. Menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten; 

d. Menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata Kabupaten. 

BAB III 

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU  

Pasal 5 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) berfungsi sebagai: 

a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, Daya Tarik 
Wisata , sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan; 

b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengawasan pemanfaatan kawasan 
pengembangan pariwisata, Daya Tarik Wisata , sarana dan prasarana pariwisata 
serta investasi pembangunan; 

c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata; 

d. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota. 

 

Pasal 6 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) merupakan dasar 
pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan 
dalam penyusunan penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih 
mendetail. 

Pasal 7 

(1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) berlaku dalam 
jangka waktu 20 (dua puluh)  tahun. 

(2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) sebagaiman 
dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam (5) 
tahun. 

(3) Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.  


